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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa lembaga perbankan yang ditunjuk sebagai bank 

persepsi oleh menteri maupun lembaga perbankan yang tidak ditunjuk 

sebagai bank persepsi dapat memanfaatkan Tax Amnesty untuk 

meningkatkan prinsip kehati-hatian bank sehubungan dengan pemberian 

kredit kepada nasabah. Lembaga perbankan dapat memanfaatkan Tax 

Amnesty untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian bank dengan cara 

meminta dan menggunakan Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang 

dimiliki oleh nasabah yang telah resmi ikut Tax Amnesty. Surat 

Keterangan Pengampunan Pajak yang dimiliki oleh nasabah ini berguna 

bagi bank dan dapat menambah data bank pada saat bank akan 

memberikan pinjaman kredit kepada nasabah dengan menggunakan 

prinsip 5C, khususnya Capital karena berkaitan dengan harta nasabah. 

B. Saran 

1. Pengertian mengenai prinsip kehati-hatian lembaga perbankan 

seharusnya diatur lebih eksplisit di dalam undang-undang sehingga 

lebih ada kepastian terhadap pengertian prinsip kehati-hatian bank, 

karena sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur 

prinsip kehati-hatian secara eksplisit. 



 

 

39 
 

 
 

2. Bagi lembaga perbankan yang menjadi bank persepsi ataupun yang 

bukan sebagai bank persepsiseharusnya memanfaatkan program Tax 

Amnesty untuk semakin meningkatkan prinsip kehati-hatian lembaga 

perbankan. 
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